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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 73 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51
 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,
	Menimbang
	:
	a. bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Perencana Pembangunan Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Perencana Pembangunan Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah; 
b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Perencana Pembangunan Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Perencana Pembangunan Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah ;




	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan


	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.



	
	
	Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Perencana Pembangunan Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan. 
3. Bupati adalah Bupati Tabanan selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah  adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan yang dibantu oleh para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perencana Pembangunan Daerah adalah SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.


	
	
	2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Penjabat Bupati

(b) Eselon II a

(c) Eselon II b

(d) Eselon III a (Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan)

(e) Eselon III a (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan)

(f) Eselon III b

(g) Eselon IV a

(h) Staf Golongan IV

(i) Staf Golongan III

(j) Staf Golongan II

(k) Staf Golongan I

:

::


:

:

:

:

:

:

:

:

Rp. 10.000.000,00

Rp.   7.000.000,00

Rp.   6.000.000,00

Rp.   5.500.000,00

Rp.   3.000.000,00

Rp.   2.500.000,00

Rp.   2.000.000,00

Rp.   1.500.000,00

Rp.   1.250.000,00

Rp.   1.000.000,00

Rp.   1.000.000,00



	
	
	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. 




Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 23 November 2015
PENJABAT BUPATI TABANAN,
                     TTD
         I WAYAN SUGIADA
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 23 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
               TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015  NOMOR 73
1152

